
 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 15 TAHUN 2016  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2015 

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT                                            
KE DALAM MODAL DASAR  PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan modal melalui penjualan 
saham baru/right issue atau non right issue dan sesuai 

ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut                  
ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Jabar Banten, Tbk; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian 

Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, Kabupaten Garut 
merupakan salah satu daerah yang mengalami penundaan 
penyaluran sebagian dana alokasi umum; 

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dampak penundanaan 
dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dalam 

hal perhitungan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan negatif 
Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan 
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan 

kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang 
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan 

kegiatannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal 

Dasar PT. Bank Jabar Banten, Tbk;  
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4375); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5879); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005             
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang 
Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1203); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan   Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 66); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008             

Nomor 34); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI  GARUT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2015 
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN GARUT KE DALAM MODAL DASAR PT. BANK 
JABAR BANTEN, TBK.  

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar PT. Bank Jabar             
Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 10), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.  

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 24 - 10 - 2016 

 B U P A T I  G A R U T,  

      t t d 

     RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 24 - 10 - 2016     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

                            t t d     

    I M A N  A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2016 NOMOR 15  
 
 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:                   

(15/245/2016) 
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